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ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation and impact of education subsidy
policies for low-income communities in an effort to increase equitable access to
education. The method used is a qualitative approach with a literature study type of
research, which utilizes various sources such as scientific journals, books,
government reports and relevant policy documents. Data were analyzed
descriptively through a process of assessment, grouping and interpretation to obtain
a comprehensive picture. The research results show that the education subsidy
policy in Indonesia has been implemented through various programs, such as
School Operational Assistance (BOS), Smart Indonesia Card (KIP), scholarship
programs, and higher education subsidies, which in general are able to increase
access to education for low-income people. This is characterized by increasing
school enrollment rates and decreasing school dropout rates. However, policy
effectiveness still faces a number of obstacles, including inaccurate targeting of aid
recipients, uneven distribution, and weak monitoring and data collection systems. In
addition, the impact of policy is more dominant in increasing access rather than
quality of education. Therefore, improvements are needed in the implementation
aspect so that education subsidy policies can run more optimally and sustainably.

Keywords: education subsidies, low income communities, access to education
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan serta dampak kebijakan
subsidi pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam upaya
meningkatkan pemerataan akses pendidikan. Metode yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur, yang memanfaatkan
berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, serta dokumen
kebijakan yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif melalui proses pengkajian,
pengelompokan, dan interpretasi untuk memperoleh gambaran yang komprehensif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan subsidi pendidikan di Indonesia
telah diimplementasikan melalui berbagai program, seperti , Kartu Indonesia Pintar
(KIP) Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program beasiswa, serta subsidi
pendidikan tinggi, yang secara umum mampu meningkatkan akses pendidikan bagi
masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini ditandai dengan meningkatnya angka
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partisipasi sekolah dan menurunnya angka putus sekolah. Namun demikian,
efektivitas kebijakan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain
ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, distribusi yang belum merata, serta
lemahnya sistem pengawasan dan pendataan. Selain itu, dampak kebijakan lebih
dominan dalam meningkatkan akses dibandingkan kualitas pendidikan. Oleh
karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam aspek implementasi agar kebijakan
subsidi pendidikan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: subsidi pendidikan, masyarakat berpenghasilan rendah, akses
pendidikan.

A. Pendahuluan
Pendidikan
strategis dalam

memiliki  peran

pembangunan
bangsa, khususnya dalam
menciptakan masyarakat yang
cerdas, produktif, dan berdaya saing.
Melalui pendidikan, kualitas sumber
daya manusia dapat ditingkatkan
sehingga mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi dan kemajuan
sosial secara berkelanjutan. Menurut
(Mahendra, 2025)

bahawasanya, realitas di lapangan

menyatakan

menunjukkan bahwa tidak semua
masyarakat memiliki akses yang
sama terhadap layanan pendidikan
yang layak. Menurut (Rohman &
Madura, 2026) Ketimpangan akses ini
terutama dirasakan oleh masyarakat
berpenghasilan rendah yang sering
kali menghadapi berbagai hambatan,
baik dari segi biaya maupun
keterbatasan fasilitas pendukung

Keterbatasan ekonomi menjadi
salah satu faktor utama yang
menghambat anak-anak dari keluarga
kurang mampu untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih
tinggi. Menurut (Fatmawati et al.,
2025) Biaya pendidikan yang meliputi
uang sekolah, perlengkapan belajar,
hingga biaya tidak langsung seperti
transportasi, sering kali menjadi
beban yang sulit dipenuhi. Kondisi ini
menyebabkan masih tingginya angka
putus sekolah serta rendahnya
partisipasi pendidikan di kalangan
masyarakat berpenghasilan rendah.
Padahal,
menjadi hak dasar setiap warga

pendidikan  seharusnya
negara yang dapat diakses secara adil
tanpa memandang latar belakang
ekonomi.

Menurut (Raja et al., 2025)
Subsidi
instrumen kebijakan publik yang

pendidikan merupakan

berperan dalam mengatasi masalah
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ini. Dengan subsidi, pemerintah dapat

menyalurkan bantuan kepada
keluarga berpenghasilan rendah,
sehingga menghilangkan

keterbatasan akses pendidikan bagi
kelompok-kelompok tertentu.

Sejalan dengan menurut (Fauzia
et al, 2026) pemerintah telah
mengeluarkan berbagai kebijakan
subsidi pendidikan, seperti bantuan
operasional sekolah (BOS), beasiswa,
dan program bantuan langsung tunai
pendidikan. Kebijakan ini bertujuan
untuk meringankan beban biaya
pendidikan dan meningkatkan
pemerataan akses. Meski demikian,
efektivitas kebijakan tersebut masih
menjadi perdebatan, terutama terkait

dengan ketepatan sasaran dan

dampaknya terhadap kualitas
pendidikan.

Menurut (Tinggi et al.,, 2025)
implementasi kebijakan subsidi
pendidikan masih menghadapi

berbagai tantangan. Salah satu
permasalahan yang sering muncul
adalah terkait dengan ketepatan
sasaran penerima bantuan, di mana
masih ditemukan kasus penerima
yang tidak sesuai dengan kriteria,
sementara masyarakat yang benar-
benar membutuhkan justru belum

sepenuhnya terjangkau. Selain itu,

Menurut (Siregar et al.,, 2025)

efektivitas subsidi dalam
meningkatkan kualitas pendidikan
juga masih menjadi perdebatan,
karena bantuan yang diberikan
cenderung lebih berfokus pada aspek
akses daripada peningkatan mutu
pembelajaran.

Berdasarkan uraian tersebut,
diperlukan kajian yang mendalam
untuk  menganalisis  bagaimana

kebijakan subsidi pendidikan
dilaksanakan serta sejauh mana
kebijakan tersebut mampu
memberikan dampak nyata bagi
masyarakat berpenghasilan rendah.
Oleh karena itu, penelitian dengan
judul  “Analisis Kebijakan Subsidi
Pendidikan bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah” penelitian ini
bertujuan untuk memberikan
gambaran yang komprehensif terkait
efektivitas, tantangan, serta upaya
subsidi

perbaikan kebijakan

pendidikan di Indonesia. Hasil
penelitian ini  diharapkan dapat
menjadi  bahan  evaluasi dan
rekomendasi bagi pemerintah dalam
merumuskan kebijakan yang lebih
tepat sasaran dan berkeadilan.
(Budiman et al., 2026) Kebijakan
subsidi pendidikan merupakan bentuk

intervensi pemerintah untuk
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mengurangi biaya yang ditanggung
masyarakat dalam  memperoleh
layanan pendidikan. Subsidi dapat
berupa bantuan langsung kepada
siswa maupun dukungan operasional
kepada lembaga pendidikan.

(Siregar et al., 2025) Kebijakan
subsidi pendidikan merupakan
kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah untuk memberikan
bantuan biaya pendidikan kepada
masyarakat, khususnya bagi
kelompok berpendapatan rendah,
agar tetap dapat mengakses layanan
pendidikan. Subsidi ini dapat berupa
bantuan keuangan, beasiswa, atau
pengurangan biaya pendidikan yang
bertujuan untuk meringankan beban
perekonomian, meningkatkan
pemerataan kesempatan belajar, dan
mendukung peningkatan kualitas
sumber daya manusia.

Secara sederhananya, bahwa
kebijakan subsidi pendidikan
merupakan upaya pemerintah untuk
mengurangi beban biaya pendidikan,
khususnya bagi masyarakat

berpenghasilan  rendah,  melalui
berbagai bentuk bantuan seperti
beasiswa dan dukungan operasional.
Kebijakan ini  bertujuan  untuk
meningkatkan pemerataan akses

pendidikan, mewujudkan keadilan

sosial, serta menjadi investasi jangka
panjang dalam meningkatkan kualitas
sumber daya manusia dan
pertumbuhan ekonomi.

(Susanto et al., 2025) kebijakan
subsidi pendidikan mempunyai peran
penting dalam meningkatkan akses
dan pemerataan pendidikan, namun
implementasinya masih menghadapi
berbagai kendala. Salah satu kendala
utamanya adalah ketidaktepatan
sasaran, dimana bantuan subsidi tidak
selalu diterima oleh  kelompok
masyarakat yang benar-benar

membutuhkan karena keterbatasan

data atau lemahnya sistem
pendataan.

(Tinggi et al., 2025)
implementasi kebijakan subsidi

pendidikan masih menghadapi
berbagai tantangan. Salah satu
permasalahan yang sering muncul
adalah terkait dengan ketepatan
sasaran penerima bantuan, di mana
masih ditemukan kasus penerima
yang tidak sesuai dengan kriteria,
sementara masyarakat yang benar-
benar membutuhkan justru belum
sepenuhnya terjangkau.

Secara sederhananya, bahwa
kebijakan subsidi pendidikan memiliki
peran penting dalam meningkatkan
akses dan pemerataan pendidikan,
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namun pelaksanaannya masih

menghadapi berbagai kendala.
Permasalahan utama yang muncul
adalah ketidaktepatan sasaran
penerima bantuan, di mana subsidi
belum sepenuhnya diberikan kepada
masyarakat yang benar-benar
membutuhkan akibat keterbatasan
dan kelemahan sistem pendataan,
sehingga tujuan pemerataan
pendidikan belum tercapai secara
optimal.

(Sari, 2026)

berpenghasilan rendah dapat

masyarakat
diartikan sebagai individu atau
keluarga yang kondisi ekonominya
terbatas, ditandai dengan pendapatan
yang tidak  mencukupi untuk
memenuhi  kebutuhan sehari-hari
secara optimal, sehingga sering kali
memerlukan bantuan atau intervensi
dari pemerintah untuk meningkatkan
taraf hidupnya.

(Isanjaya et al., 2026)
masyarakat berpendapatan rendah
merupakan kelompok masyarakat
yang tingkat pendapatannya berada di
bawah standar hidup, sehingga
mengalami  keterbatasan  dalam
memenuhi kebutuhan dasar,
termasuk akses terhadap pendidikan,

kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Secara sederhananya, bahwa
masyarakat berpenghasilan rendah
merupakan kelompok individu atau
keluarga dengan tingkat pendapatan
di bawah standar kebutuhan hidup,
sehingga mengalami keterbatasan
dalam memenuhi kebutuhan dasar
seperti pendidikan, kesehatan, dan
kesejahteraan. Kondisi ini
menyebabkan mereka sering
memerlukan bantuan atau intervensi
dari pemerintah untuk meningkatkan

taraf hidupnya.

B. Metode Penelitian

(Wahhaj et al., 2025) metode
narrative literature review. Narrative
Literature Review merupakan bentuk
khas dalam suatu penelitian untuk
menemukan pengetahuan yang baru.
Meninjau, mengkritik, hingga
menganalisis suatu topik sampai pada
hasil yang bisa memberikan perspektif
baru. Penelitian dimulai dengan
mencari kata kunci suatu topik yang
akan dibahas. Kata kunci tersebut
bisa diperluas dengan mencari
berbagai referensi dari sumber-
sumber yang terpercaya.

Penelitian ini  menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode
narrative literature review yang

bertujuan untuk memperoleh
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pemahaman yang mendalam

mengenai kebijakan subsidi
pendidikan, khususnya yang berkaitan
dengan masyarakat berpenghasilan
rendah. Pendekatan ini dipilih karena
memberikan

mampu gambaran

komprehensif melalui  pengkajian
berbagai sumber tertulis yang relevan
tanpa melakukan pengumpulan data
secara langsung di lapangan.

(Tinggi et al., 2025) Sumber data
dalam penelitian ini berasal dari
berbagai referensi yang kredibel,
antara lain jurnal ilmiah terakreditasi,
buku teks, laporan resmi pemerintah,
serta dokumen kebijakan dan
publikasi lain yang memiliki
keterkaitan dengan topik penelitian.
Pemilihan sumber dilakukan secara
selektif dengan mempertimbangkan
validitas, reliabilitas, dan relevansi

terhadap fokus kajian, sehingga data

yang digunakan dapat
dipertanggungjawabkan secara
akademis.

(Mahendra, 2025)

analisis data

Proses
dilakukan secara
deskriptif  kualitatif dengan cara
mengkaji, mengelompokkan, serta
menginterpretasikan informasi yang
diperoleh dari berbagai sumber
Peneliti

tersebut. berupaya

mengidentifikasi pola,

kecenderungan, serta temuan-
temuan penting yang berkaitan
dengan implementasi dan efektivitas
kebijakan subsidi pendidikan. Melalui
analisis  ini, diharapkan dapat
diperoleh gambaran yang utuh
mengenai kondisi kebijakan yang ada,
termasuk kelebihan, kelemahan, serta
tantangan yang dihadapi dalam
pelaksanaannya. Dengan demikian,
hasil penelitian ini diharapkan mampu
memberikan kontribusi berupa
pemahaman yang lebih mendalam
serta menjadi bahan pertimbangan
dalam pengembangan kebijakan
pendidikan yang lebih tepat sasaran

dan berkeadilan.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil kajian literatur
terhadap berbagai sumber ilmiah,
kebijakan subsidi pendidikan di
Indonesia menunjukkan peran yang
cukup signifikan dalam meningkatkan
akses pendidikan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah. Kebijakan ini
hadir sebagai bentuk intervensi
pemerintah untuk mengatasi
hambatan ekonomi yang selama ini
menjadi faktor utama rendahnya
partisipasi pendidikan pada kelompok

tertentu. Secara umum, implementasi
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subsidi pendidikan telah memberikan
kontribusi
dihadapkan pada berbagai tantangan

positif,

meskipun masih

dalam pelaksanaannya

Tabel 1.1 Hasil Analisis Kebijakan Subsidi
Pendidikan

No Aspek

Kajian

Uraian Hasil

Bentuk
Kebijakan
Subsidi
Pendidikan

Meliputi program
BOS, KIP,
beasiswa, dan
subsidi pendidikan
tinggi. Subsidi
mencakup  biaya
(SPP)
dan tidak langsung
(perlengkapan
belajar). Bertujuan
memperluas akses
pendidikan secara
inklusif.

langsung

2

Dampak
Kebijakan
Subsidi

Meningkatkan
angka partisipasi
sekolah dan
menurunkan angka
putus sekolah,
khususnya di
jenjang dasar dan
menengah.
Namun, dampak
terhadap  kualitas
pendidikan masih
belum optimal
karena dipengaruhi
faktor lain seperti
sarana, kompetensi
guru, dan
pengelolaan
pembelajaran.

3

Ketidaktepatan
sasaran penerima,

Tantangan
Implement
asi kurangnya

transparansi  dan
pengawasan,
distribusi  bantuan
belum merata, serta
keterbatasan data
ekonomi
masyarakat yang
akurat.

4

Perlu  penguatan
sistem data
berbasis teknologi,
peningkatan
transparansi
akuntabilitas,
evaluasi  berkala,
serta  kolaborasi
antara pemerintah,
sekolah, dan
masyarakat.

Upaya
Perbaikan
Kebijakan

dan

analisis

tabel

kebijakan

Berdasarkan hasil

subsidi

Pendidikan diatas dapat dijelaskan

bahwasanya:
. Bentuk Kebijakan  Subsidi

Pendidikan
Hasil analisis

menunjukkan bahwa kebijakan
subsidi pendidikan di Indonesia
diwujudkan dalam berbagai
bentuk yang

dirancang untuk menjangkau

program
seluruh jenjang pendidikan.
Beberapa bentuk subsidi yang

umum diterapkan antara lain
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Bantuan Operasional Sekolah
(BOS), program beasiswa bagi
siswa kurang mampu, Kartu
Indonesia Pintar (KIP), serta
subsidi biaya pendidikan tinggi.
Kebijakan-kebijakan ini tidak
hanya berfokus pada
pengurangan biaya langsung
seperti uang sekolah, tetapi
juga membantu mengatasi
biaya tidak langsung seperti
perlengkapan  belajar dan
kebutuhan penunjang lainnya.
Dengan demikian, subsidi
pendidikan berperan sebagai
instrumen  strategis dalam
memperluas akses pendidikan
secara lebih inklusif.
. Dampak Kebijakan Subsidi
Dari sisi dampak,
kebijakan subsidi pendidikan
terbukti memberikan pengaruh
positif terhadap peningkatan
angka partisipasi  sekolah,
terutama pada jenjang
pendidikan dasar dan
menengah. Selain itu,
kebijakan ini juga berkontribusi
dalam menekan angka putus
sekolah serta meningkatkan
akses pendidikan bagi
kelompok marginal.
Masyarakat yang sebelumnya

mengalami keterbatasan
ekonomi Kini memiliKi
kesempatan yang lebih besar
untuk melanjutkan pendidikan.

Namun demikian, hasil
kajian  juga  menunjukkan
bahwa dampak kebijakan
terhadap peningkatan kualitas
pendidikan belum
menunjukkan hasil yang
optimal. Hal ini disebabkan
oleh berbagai faktor lain yang
turut memengaruhi kualitas
pendidikan, seperti
keterbatasan  sarana  dan
prasarana, kompetensi tenaga
pendidik, serta pengelolaan
pembelajaran di  sekolah.
Dengan kata lain, subsidi
pendidikan lebih efektif dalam
meningkatkan akses
dibandingkan mutu pendidikan

. Tantangan dalam
Implementasi
Meskipun memiliki

dampak positif, pelaksanaan
kebijakan subsidi pendidikan
masih menghadapi sejumlah
kendala. Salah satu
permasalahan utama adalah
ketidaktepatan sasaran
penerima bantuan, di mana

masih terdapat penerima yang
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tidak sesuai kriteria, sementara
kelompok yang benar-benar
membutuhkan belum
sepenuhnya terjangkau. Selain
itu, kurangnya transparansi dan
pengawasan dalam penyaluran
dana juga menjadi tantangan
yang memengaruhi efektivitas
kebijakan.

Permasalahan lain yang
muncul adalah distribusi
bantuan yang belum merata
antar wilayah, serta minimnya

data yang akurat terkait kondisi

ekonomi masyarakat.
Keterbatasan data ini
menyebabkan proses

penyaluran bantuan menjadi
kurang optimal dan berpotensi
menimbulkan ketimpangan
baru dalam akses pendidikan
. Upaya Perbaikan Kebijakan
Untuk meningkatkan
efektivitas kebijakan subsidi
pendidikan, diperlukan
berbagai upaya perbaikan yang
bersifat sistematis dan
berkelanjutan.  Salah  satu
langkah penting adalah
penguatan sistem pendataan
yang lebih akurat, terintegrasi,
dan berbasis teknologi,

sehingga penyaluran bantuan

dapat lebih tepat sasaran.
Selain itu, diperlukan
mekanisme pengawasan yang
transparan dan akuntabel guna
meminimalisasi penyimpangan
dalam pelaksanaan program.
Evaluasi berkala
terhadap program subsidi juga
menjadi hal yang penting untuk
mengetahui  sejauh  mana
kebijakan yang telah
diterapkan memberikan
dampak yang diharapkan. Di
samping itu, kolaborasi antara
pemerintah, sekolah, dan
masyarakat perlu diperkuat
agar pelaksanaan kebijakan
dapat berjalan lebih efektif dan
responsif terhadap kebutuhan

di lapangan

Berdasarkan hasil analisis yang
telah dilakukan, dapat dijelaskan
bahwa kebijakan subsidi pendidikan
dilaksanakan melalui berbagai
program yang dirancang untuk
menjangkau masyarakat
berpenghasilan rendah, seperti

program Bantuan Operasional
Sekolah (BOS), Kartu Indonesia
Pintar (KIP), serta berbagai jenis
beasiswa, serta subsidi pendidikan

tinggi. Selaras dengan pendapatnya
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menurut (Siregar et al.,, 2025)
kebijakan subsidi pendidikan
merupakan kebijakan yang dibuat
oleh pemerintah untuk memberikan
bantuan biaya pendidikan kepada
masyarakat, khususnya bagi
kelompok berpendapatan rendah,
agar tetap dapat mengakses layanan
pendidikan. Subsidi ini dapat berupa
bantuan keuangan, beasiswa, atau
pengurangan biaya pendidikan yang
bertujuan untuk meringankan beban
perekonomian, meningkatkan
pemerataan kesempatan belajar, dan
mendukung peningkatan kualitas
sumber daya manusia. Serta selaras
juga dengan pendapatnya menurut
(Budiman et al., 2026) Kebijakan
subsidi pendidikan merupakan bentuk
intervensi pemerintah untuk
mengurangi biaya yang ditanggung
masyarakat dalam  memperoleh
layanan pendidikan. Subsidi dapat
berupa bantuan langsung kepada
siswa maupun dukungan operasional
kepada lembaga pendidikan.
Implementasi  kebijakan ini

dilakukan melalui mekanisme
penyaluran bantuan baik secara
langsung kepada peserta didik
maupun melalui satuan pendidikan.
Meskipun demikian, dalam

implementasinya masih  dijumpai

sejumlah hambatan, salah satunya
adalah belum tepatnya penentuan
sasaran penerima bantuan, distribusi
bantuan yang belum merata, serta
lemahnya sistem pengawasan dan
pendataan. Sesuai dengan
pendapatnya menurut (Susanto et al.,
2025) kebijakan subsidi pendidikan
mempunyai peran penting dalam
meningkatkan akses dan pemerataan
pendidikan, namun implementasinya
masih menghadapi berbagai kendala.
Salah satu kendala utamanya adalah
ketidaktepatan  sasaran, dimana
bantuan subsidi tidak selalu diterima
oleh kelompok masyarakat yang
benar-benar membutuhkan karena
keterbatasan data atau lemahnya
sistem pendataan. Serta selaras
dengan pendapatnya (Tinggi et al.,
2025) implementasi kebijakan subsidi
pendidikan masih menghadapi
berbagai tantangan. Salah satu
persoalan yang kerap terjadi berkaitan
dengan akurasi dalam penentuan
pihak yang berhak menerima bantuan,
di mana masih ditemukan kasus
penerima yang tidak sesuai dengan
kriteria, sementara masyarakat yang
benar-benar membutuhkan justru
belum sepenuhnya terjangkau.
Sementara itu, dari sisi dampak,

kebijakan subsidi pendidikan
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menunjukkan  hasil yang cukup
signifikan dalam memperluas
kesempatan memperoleh pendidikan
bagi masyarakat dengan tingkat
pendapatan rendah. Hal ini
ditunjukkan dengan meningkatnya
angka partisipasi sekolah,
menurunnya angka putus sekolah,
serta semakin terbukanya
kesempatan bagi kelompok marginal
untuk memperoleh pendidikan.
Sejalan dengan pendapatnya menurut
menurut (Raja et al., 2025)
menyatakan bahwasanya Subsidi
pendidikan merupakan instrumen

kebijakan publik yang berperan dalam

mengatasi masalah ini. Dengan
subsidi, pemerintah dapat
menyalurkan bantuan kepada

keluarga berpenghasilan rendah,
sehingga menghilangkan
keterbatasan akses pendidikan bagi
kelompok-kelompok tertentu..
Meskipun demikian, dampak terhadap
peningkatan  kualitas  pendidikan
belum sepenuhnya optimal, karena
masih dipengaruhi oleh faktor lain
seperti sarana prasarana dan
kompetensi tenaga pendidik.

Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa kebijakan subsidi
pendidikan telah dilaksanakan secara

luas dan memberikan dampak nyata

terutama dalam aspek pemerataan
akses pendidikan bagi masyarakat
berpenghasilan  rendah.  Namun,
efektivitasnya masih perlu

ditingkatkan, khususnya dalam hal

ketepatan  sasaran, pemerataan
distribusi, serta kontribusinya
terhadap peningkatan mutu
pendidikan.

E. Kesimpulan

Kebijakan subsidi pendidikan di
Indonesia telah dilaksanakan melalui
berbagai program seperti BOS, KIP,
beasiswa, dan subsidi pendidikan
tinggi, yang  terbukti
meningkatkan akses pendidikan bagi

mampu

masyarakat berpenghasilan rendah,

ditandai dengan meningkatnya
partisipasi sekolah dan menurunnya
angka putus sekolah.

Namun, efektivitasnya masih
menghadapi kendala seperti
ketidaktepatan sasaran, distribusi
yang belum merata, serta lemahnya
pengawasan. Selain itu, kebijakan ini
lebih berdampak pada pemerataan
akses dibandingkan peningkatan
kualitas pendidikan. Oleh karena itu,
diperlukan perbaikan dalam
pendataan, pengawasan, dan

evaluasi agar kebijakan subsidi
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pendidikan dapat berjalan lebih Characteristics of Rusunawa in
Cakung District , East Jakarta
to the Preferences of Low-
Income Communi. 8(1), 26—40.

optimal.
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